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Kata Kunci . Sewa-menyewa, Kelapa Sawit, Figih Muammalah

Sewa-menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muammalah yang sering
dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut dapat
berupa manfaat barang atau jasa yang tidak dimilikinya, seperti menyewa pohon
kelapa sawit. Masyarakat kecamatan Kluet Selatan kabupaten Aceh Selatan
memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai ladang mencari rezeki untuk
memenuhi kehidupan sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui praktek sewa-menyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan.
Dan mengetahui bagaimana tinjauan figh muamamah terhadap praktik sewa-
menyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan Aceh selatan. Penelitian ini
merupakan field research atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data
yang diperoleh dari kegitan lapangan. Teknik pengumpulan data peneltian ini
adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi
wawancara secara langsung bersama para pihak penyewa pohon dan pemilik pohon
dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan
cara mengkaji buku-buku, artikel, ataupun dengan menjelajahi situs-situs di intenet
yang berat kaitannya dengan penelitian ini untuk mengatasi masalah-masalah
tertentu dalam tinjauan terhadap praktik sewa pohon kelapa sawit di Kluet Selatan
Aceh Selatan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-
menyewa pohon kelapa sawit di kecamatan kluet selatan jika ditinjau dari segi
subjek dan sighat akad maka sesuai dengan ketentuan figh muamamlah karena
kedua belah pihak yang melakukan akad sewa-menyewa telah memenuhi rukun dan
syarat ijarah ditambah lagi adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah
pihak yang melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit tersebut. Namun
apabila ditinjau dari objek akad atau manfaatnya belum sesuai dengan ketentuan
figh muamamalah dikarenakan objek pohon kelapa sawit yang digunakan dalam
sewa-meyewa tidak bisa langsung dimanfaatkan oleh pihak penyewa yang harus
menuggu masa panen dan kemudian menjualnya. Hal ini dapat menimbulkan
kerugian antara salah satu pihak yang melakukan akad jika harga sawit mengalami
penurunan atau sawit terkena hama. Padahal dalam ketentuan figh muamamalah
salah satu syarat sahnya suatu akad sewa-menyewa adalah manfaat dari sewa-
menyewa tersebut harus jelas dan dapat diserah terimakan.
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan
No | Arab Latin No | Arab Latin
T Tidak dilambangkan e =Y t
2 |« B 17 | & z
3 |« T 18 g i
4 |& S 19 & G
5 |d J 20 o F
6 _JliE h 21 | & Q
e Kh P 4 K
& |0 D 23 J L
of |3 Vi 24 |a M
19 | o R 28 1) N
18 4 26 3 w
12 | o S 27 J H
13 | & Sy 28 & 2
14 | ue S 29 ] Y
15 | o= d

2. Konsonan
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A

Kasrah [

Dammah U
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b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
GO Fathahdanya | Al
50 Fathah dan wau | Au

Contoh:

—aS; kaifa Jst: haula

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin
TIAkE Fathah dan alif | A
atau ya
§ o Kasrahdanya |1
$ O Dammahdan | U
wau
Contoh:
8 gala
R rama
Jé: qila
Js8 : yaqitlu



4. Ta Marbutah (3)
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.
b. Ta marbutah (&) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( &) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata

itu terpisah maka ta marbutah ( @) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Jabyliiasy) : raughat al-azfal/ raudhatul agfal

YA - al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah

FEA - Thalkah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Figih Islam mengatur seluruh aspek hidup baik yang berkaitan dengan
individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan Negara dan
hubungan bilateralnya. Tujuan akhirnya adalah untuk membuat bahagia seluruh
umat manusia di dunia dan di akhirat.

Ulama figih membagi ilmu figih kepada dua bagian besar:' Pertama
figih ibadah, yaitu hukum syariat yang mengatur hubungan antara individu
Rabb-nya, menjelaskan apa yang menjadi kewajibannya kepada Allah berupa
amal (perbuatan) seperti mendirikan shalat dan puasa atau meninggalkan
yang haram seperti memakan bangkai dan daging babi. Kedua, muamalat,
yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu
lainnya, atau antara individu dengan Negara Islam, atau antara Negara Islam
dengan Negara-negara yang lain.

Ghufron A.Mas’adi dalam bukunya Figh Muamalah Kontekstual
menjelaskan bahwa muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin
hubungan atau pergaulan antar sesama manusia.

Sedangkan muamalah menurut Musthofa Ahmad az-Zarga yang dikutip
oleh Ghufron A.Mas’adi dalam bukunya Figh Muamalah Kontekstual, yaitu:
“Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan
sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-hak kebendaan serta
penyelesaian perselisihan diantara mereka”.?

Hendi Suhendi di dalam buku Figh Muamalah, menjelaskan bahwa:
Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur

hubungan manusia dengan dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.®

! Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam, alih
bahasa Nadirsyah Hawari, cet.1 (Jakarta: Amzah, 2010), him. 6.

2 Ghufron.A.Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, cet.1, Jakarta: Raja Grafindo,
2002, him. 2
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Dalam syariat muamalah, Islam mengajarkan agar senantiasa
membangun kegiatan muamalah di atas kejelasan.* Kejelasan dalam harga,
obyek dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyariatkan agar menjauhkan akad
muamalah yang kita lakukan dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau
yang disebut dalam bahasa Arab dengan gharar. Karena yang mengandung
unsur gharar sangat rentan menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga
dapat merugikan orang lain.

Manusia adalah makhluk sosial yang sangat bergantung pada sesama
manusia lainnya. Dalam kehidupannya manusia tidak lepas dari kegiatan
ekonomi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan
ekonomi yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kerja sama
pemanfaatan lahan perkebunan dalam bidang pertanian.

Praktik pemanfaatan lahan perkebunan yang dilakukan dengan cara
sewa-menyewa lahan perkebunan kelapa sawit, seperti yang dilakukan oleh
masayarakat di Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya transaksi sewa-menyewa sudah
biasa dilakukan di masyarakat, seperti yang terjadi di Kecamatan Kluet Selatan
yang mana sebagian besar masyarakatnya adalah petani dan mereka
mempraktikkan sewa-menyewa dengan pohon kelapa sawit sebagai obyeknya.
Karena pohon kelapa sawit merupakan komoditas tanaman yang menjadi
ladang masyarakat mencari rezeki. Tidak semua masyarakat di sana mempunyai
lahan yang ditanami pohon kelapa sawit, kebanyakan masyarakat yang memiliki
lahan sudah digunakan untuk persawahan padi.

Sewa-menyewa (Al- ljarah) berasal dari kata al-ajru yang arti menurut
bahasanya adalah al-‘iwadh yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan

upah.

® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, him.1

* Sayid Sabig, Fikih Sunnah 13, cet. 1, Bandung: Al-Ma’arif, 1987. Hal. 125

> Hendi Suhendi, Figih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002,
him.114
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Sedangkan menurut istilah, sewa-menyewa adalah perjanjian dimana yang
menyanggupi menyerahkan benda selama waktu yang ditetapkan untuk dipakai
dan pihak yang menyewa menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk
dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Dengan adanya hubungan sewa-
menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di
dalam kajian Figh Mu’amalah yang dikenal dengan istilah ljarah, yaitu akad atas
suatu kemanfaatan dengan pengganti.®

Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan sebelumnya dengan
pihak pemilik kebun sawit, bahwasannya perjanjian sewa-menyewa dilakukan
secara langsung antara pemilik kebun sawit dan orang yang menyewa. Pihak
yang menyewa memberikan sejumlah uang kepada pemilik kebun sawit yang
telah disepakati sebelumnya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan
oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut tidak ada saksi ataupun
perjanjian tertulis.’

Sedangkan berdasarkan keterangan dari penyewa bahwasannya dalam
perjanjian tersebut tidak dijelaskan mengenai risiko yang terjadi selama
perjanjian sewa-menyewa itu berlangsung, seperti harga sawit menagalami
penurunan, kecelakaan kerja, ataupun pohon kelapa sawit tidak berbuah secara
maksimal, karena adakalanya buah yang yang dihasilkan dari pohon kelapa
sawit yang disewa-menyewa tersebut banyak yang rusak dan berdampak
kerugian terhadap pihak penyewa dan pihak pemilik kebun tidak
bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal seperti itu.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan, ternyata antara penyewa
melaksanakan perjanjian sewa-menyewa tersebut. Pihak penyewa untung karena
tidak perlu bersusah payah mencari lahan dan mengeluarkan modal banyak

untuk menanam pohon kelapa sawit. Sementara itu pihak pemilik kebun kelapa

6 Syafe’i Rachmat, Figh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum, cet.
| Bandung: Pustaka Setia, 2001, him. 121
Waawancara dengan Bpk. Kamaruddin, pihak Pemilik Pohon Kelapa Sawit, 02
September 2018
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sawit juga merasa diuntungkan karena tidak perlu menunggu masa panen untuk
mendapatkan uang. Dengan disewakan hasil yang didapat dari pohon kelapa
sawit tersebut jelas setiap bulannya, sementara apabila dibiarkan buahnya
kemudian dipanen lalu dijual, hasil dari pohon kelapa sawit tersebut belum jelas
karena harus dipotong biaya-biaya operasional seperti upah juga uang makan
buruh yang mengambil sawit tersebut.®

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik sewa-
menyewa pohon kelapa sawit yang dilakukan masyarakat di kecamatan Kluet
Selatan masih ada beberapa hal yang belum sesuai dengan ketentuan figh
muamalah, yaitu resiko yang terjadi selama perjanjian sewa-menyewa
berlangsung seperti harga sawit mengalami penurunan, kecelakaan kerja,
ataupun pohon tidak menghasilkan sawit secara maksimal.

Sementara dalam syari’at muamalah diajarkan membangaun kegiatan
muamalah di atas kejelasan dan menjauhkan akad yang kita lakukan dari hal
yang bersifat untung-untungan (gharar) supaya terhindar dari dari hal yang
dapat menimbulkan persengketaan yang berakibat dapat merugikan orang lain.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan
penelitian tentang bagaimana pandangan figh muamalah terhadap praktik sewa-
menyewa pohon kelapa sawit tersebut dan apakah praktik sewa-menyewa pohon
kelapa sawit yang dilakukan lebih banyak menimbulkan maslahat atau justru

malah banyak madharatnya.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengemukakan
pokok masalah yang menjadi bahan pembahasan sehingga akan lebih
memudahkan penulis dalam menyusun skripsi, yaitu:
1. Bagaimana praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit di Kecamatan

Kluet Selatan ?

® Waawancara dengan Samsul Kamal, pihak Penyewa Pohon Kelapa Sawit, 03
September 2018.
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2. Bagaimana pandangan Figh muamalah terhadap praktik sewa-menyewa

pohon kelapa sawit di Kecamatan Kluet Selatan ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:
1. Mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit di
Kecamatan Kluet Selatan.
2. Mengetahui bagaimana pandangan Figh muamalah terhadap praktik

sewa-menyewa pohon kelapa sawit di Kecamatan Kluet Selatan.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah kepustakaan, ternyata belum ada
skripsi yang menulis tentang sewa-menyewa pohon kelapa sawit menurut
perspektif figh muamalah. Adapun skripsi yang berkaitan dengan sewa-
menyewa pohon yaitu skripsi yang disusun oleh Athik Mukaromah yang
berjudul “Tinjavuan Hukum Islam Terhadap Persewaan Pohon Durian Studi
Kasus di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo”. Dalam
penelitian tersebut dijelaskan tentang sistem sewa-menyewa pohon durian dan
ketidak jelasan obyek akad yang dipakai dalam sewa-menyewa tersebut.’

Praktek Sewa Menyewa VCD di Rental VCD Al-Gani Sapen
Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” yang disusun oleh Syaiful
Yahya, dalam penelitian tersebut dijelaskan sewa menyewa dengan obyek Video
Compact Disc VCD) dan Digital Video Disk (DVD) yang menyelahi aturan
Islam. Karena mempersewakan VCD atau DVD bajakan yang jelas-jelas
diharamkan dalam Islam. Karena penelitian tersebut menggunakan perspektif

sosiologi hukum Isalam maka penyusun penelitian tersebut memaparkan tentang

®http://www.pustakauinib.ac.id/repository/files/original/41742e0ca5ce5e162447fc2fe3b
954e3.pdf, pada tanggal 2 September 2018.



http://www.pustakauinib.ac.id/repository/files/original/41742e0ca5ce5e162447fc2fe3b954e3.pdf
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perilaku konsumen kenapa lebih memilih menyewa VCD atau DVD di rental
tersebut.'°

Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif normatif dan
Sosiaologi Hukum Islam)” yang disusun oleh Akhmad Fauzi, dalam penelitian
tersebut dijelaskan tentang sewa menyewa yang dianggap tidak sesuai dengan
syariat Islam karena tidak memenui syarat dari kegiatan sewa menyewa yang
dilakukan, dimana barang yang menjadi obyek transaksi merupakan barang
yang tidak dijamin kehalalannya. Sewa menyewa tersebut menggunakan obyek
software windows yang sudah mengalami penggandaan (pembajakan), yang
jelas-jelas sudah melanggar Undang-Undang. Penelitian tersebut mengupas
tentang perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut seperti
pemerintah dan kaum intelektual muslimin yang seharusnya mengetahui tentang
hukum dari kasus tersebut tapi seolah tidak mempedulikan dan menganggap
halal transaksi tersebut.*!

Praktik Sewa-Menyewa Emas di Kalangan Masyarakat Desa Meunasah
Tambo Kecamatan Peudada menurut Hukum Islam yang disusun oleh Sri
Wahyuni. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan penelitian
kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan
mempergunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas yang dijadikan sebagali
objek sewa-menyewa oleh masyarakat Desa Meunasah Tambo pada umumnya
dimanfaatkan untuk membayar hutang, biaya pendidikan anak, keperluan sehari-
hari dan lain-lain. Adapun cara pembayaran imbalan (ujrah) pada praktik sewa-
menyewa emas yang disepakati yaitu pembayaran ujrah dengan hasil panen,

pembayaran ujrah dengan uang dan pembayaran ujrah dengan jaminan tanah.

0 Syaiful Yahya, “Praktek Sewa Menyewa VCD di Rental VCD Al-gani Sapen
Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, Diakses melalui http:/digilib.uin-
suka.ac.id/4406/ tanggal 2 September 2018.

"' Akhamd Fauzi, “ Sewa menyewa Software Windows (Perspektif Normatif
Yuridis dan Sosiologi Hukum)”, Diakses melalui http://digilib.uin-suka.ac.id/10007/ tanggal 2
September 2018.
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Menurut tinjauan hukum Islam sewa menyewa emas ini tidak dibenarkan
dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam pemanfaatan objek sewanya dan
tidak adanya kejelasan tempo waktu dalam pengembalian objek sewa.
Disarankan kepada masyarakat Desa Meunasah Tambo Kecamatan Peudada
untuk tidak lagi mempraktikan sewa-menyewa emas yang seperti itu.*?

Dari beberapa penelitian yang telah ada tentang sewa-menyewa terhadap
satu penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan
yaitu penelitian yang ditulis oleh saudari Athiek Mukaromah tentang sewa-
menyewa pohon Durian. Dilihat dari kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa
praktik sewa-menyewa pohon durian yang dilakukan di Desa Jangkrikan tidak
ada kesesuaian dengan syariat Islam.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa dari segi subyek akad
memenuhi syarat sah untuk melakukan transaksi sewa-menyewa namun objek
akad yang digunakan dalam praktik sewa-menyewa di desa Jangkrikan tidak
dibenarkan oleh jumhur ulama karena sewa-menyewa dengan menggunakan
obyek pohon sama saja dengan persewaan secara batil. Karena obyek akadnya
belum ada (gaib), dan adanya ketidakpastian, karena produktivitas dari pohon
durian belum diketahui secara jelas.

Berdasarkan telaah yang telah dilakukan belum ada skripsi yang menulis
tentang sewa-menyewa pohon kelapa sawit menurut perspektif figh muamalah,
meskipun ada penelitian dengan tema yang hampir serupa dengan penelitian
yang penulis lakunan, akan tetapi mengingat subjek, objek dan tempat penelitian
yang berbeda, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang perspektif
figh muammlah terhadap praktek sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit di

Kecamatan Kluet Selatan.

12 https://repository.ar-raniry.ac.id/4254/, pada tanggal 3 September 2018.
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E. Penjelasan Istilah

Untuk memahami skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan

beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini sehingga terhindar dari

kesalahpahaman dan kekeliruan dari pembaca. Inilah beberapa istilah yang

terdapat dalam judul kripsi ini.

1.

Sewa-menyewa atau yang disebut dalam bahasa Arab “ijarah” adalah
upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau

upah karena melakukan sesuatu aktifitas.*®

. Kelapa sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri penting penghasil

minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel).**

. Tinjauan adalah pandangan atau pendapat yang dilaksanakan

penyusunansetelah menyelidiki dan mempelajari objek penelitian.*

. Figh menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara’ yang bersifat

‘amali yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili/ terperinci.*®

. Muammalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan

manusia dan hubungan sesama manusia dalam urusan kebendaan, hak-

hak kebendaan serta penyelesaian perselisihan diantara mereka.'’

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip atau cara kerja yang teratur yang

digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian adalah pengumpulan,

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara rutin, tekun,

teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia,

maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses, prinsip-prinsip dan cara

2018

13 Karim, Helmi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), him . 29
4 http://fitagri.com/kelapa_sawit/kelapa_sawit_main.html. pada tanggal 3 September

1> Dekdikbud. 1998. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, him. 195
'® Anwar, Syahrul, llmu Figh dan Ushul Figh, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), him. 13
7 Ghufron.A.Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, cet.l (Jakarta: Raja

Grafindo, 2002), him. 2
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kerja yang teratur yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi

dalam penelitian agar tercapai suatu tujuan yang dikehendaki.'®

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis

gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari

masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai

pola-pola yang berlaku®® dan yang bersifat deskriptif komparatif, yaitu

menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi berdasarkan

gambaran yang terlihat serta dari data-data dan buku-buku yang pada

akhirnya diperbandingkan dari pemahaman kedua hukum tersebut,

kemudian pengambilan kesimpulan dan saran.?® hal ini dilakukan agar

mendapat data dan kebenaran mengenai permasalahan yang akan

diteliti, yakni dengan cara menyiapkan pertanyaan dan melakukan

wawancara terlebih dahulu.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, data didapatkan melalui beberapa cara, yaitu:

a. Melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan
dengan maksud untuk memperoleh data primer, yakni:

1) Diperoleh dengan mengkaji dan mempelajari sewa-menyewa
pohon kelapa sawit dalam hukum Islam dari berbagai sumber
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2) Mempelajari bahan-bahan bacaan yang menjelaskan mengenai
bahan hukum primer seperti buku-buku ilmiah tentang hukum,
jurnal, makalah, skripsi, tesis, disertasi dan bahan-bahan terkait

lainnya baik dari surat kabar maupun internet.

20-21.

18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI-Pres, Jakarta, 1986). him. 6.
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2004). him.

21bid, him.13
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3) Melalui penelitian lapangan. Peneliti melalukan pengamatan
secara langsung di lokasi penelitian serta melalukan wawancara
baik secara lisan maupun tulisan kepada masyarakat yang
terlibat dalam paktik sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit di
kecamatan Kluet Selatan Kabupen Aceh Selatan.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (field
research) yaitu dengan pengamatan secara langsung ke lokasi
penelitian. Selain itu, juga dengan melakukan wawancara terhadap
objek yang menjadi penelitian yang dilakukan baik secara lisan maupun
tulisan yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah secara sistematis
serta mendokumentasikannya dalam bentuk data dan informasi.

a. Interview (Wawancara) adalah situasi peran antar pribadi bertatap-

muka (face-to-face), ketika seseorang yakni pewawancara
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang unntuk
memperoleh jawab-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian
kepada seseorang responden.**
Dalam hal ini penulis bertanya langsung kepada pihak-pihak yang
terkait dalam praktik sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit di
Kecamatan Kluet Selatan terdiri dari penyewa pohon Kelapa Sawit
sebanyak empat orang dan pemilik pohon sebanyak empat orang.

b. Dokumentasi secara umum adalah aktivitas atau proses sistematis
dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan,
pemakaian dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan
keterangan,  penerangan  pengetahuan dan  bukti  serta
menyebarkannya kepada pengguna. Salah satu caranya adalah

dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencacatan sumber-

him. 82.

2 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013),
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sumber informasi yang dapat berupa karangan atau tulisan, buku,

undang-undang dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan tidak terarah.
Maka penulisan skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri
atas empat bab yang mana antara bab satu dengan yang lainnya memiliki
keterkaitan.

Bab pertama yaitu pendahuluan, merupakan gambaran umum dari
skripsi yang akan penulis susun. Terdiri dari: Latar belakang masalah, pokok
masalah tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu teori yang dipakai dan menunjang terhadap yang
menjadi pokok masalah dalam skripsi yang akan disusun. Bab ini membahas
tentang teori akad sewa-menyewa mulai dari pengertian sewa-menyewa, dasar
hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sewa-menyewa, gharar dalam sewa-
menyewa, dan berakhirnya sewa-menyewa yang akan menjadi susunan
kerangka pemecahan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bab ketiga merupakan analisa terhadap teori sewa-menyewa dengan
pendekatan figh muamalah dan korelasinya dengan data yang penulis dapatkan
dari lapangan.

Bab keempat penutup, berisi kesimpulan dan saran. Merupakan
jawaban dari pokok masalah yang telah disampaikan sebelumnya.



BAB DUA
KONSEP DAN TEORI AKAD AL-IJARAH

A. Konsep dan Teori Akad
1. Pengertian Akad

Akad (Al’aqd, jamaknya Al-‘uqud) secara bahasa berarti Al-rabth:
ikatan, mengikat. Al-rabth, sebagaimana dikutip oleh Drs. Ghufron A. Mas’adi
yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan
salah satu pada yang lainya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti
seutas tali yang satu.?

Akad Secara terminologi adalah perikatan ljab dan Qabul yang
dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan kerihaan kedua belah pihak.?

Sedangkan akad sebagaimana dikemukakan oleh para fugaha adalah
mengikatkan dua ucapan atau yang menggantikan kedudukannya yang darinya
timbul konsekuensi syar’i.**

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, akad merupakan
kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu
perbuatan tertentu, dilakukan dengan suka rela, dan menimbulkan kewajiban
atas masing-masing secara timbal balik.

Di dalam hukum kalau perbuatan itu mempunyai akibat hukum
maka perbuatan tersebut diistilahkan dengan perbutan hukum. Perbuatan hukum
adalah segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara sengaja untuk

menimbulkan hak dan kewajiban.?

%2 Ghufron A, Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, Jakarta : RajaGrafindo Persada,
2002, him. 75

2% Hendi, suhendi, Figh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, him. .46

2 Abdul Karim Zaidan, Pengantar Studi Syari’ah, Jakarta: Robbani Press. 2008, him
136

?> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjajian dalam Islam, cet 2,
Jakarta: Sinar Grafika, 1996, him. 1

12
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2. Asas-Asas Akad
a. Asas Ibahah (mabda’ al-1bahah)
Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat
secara umum pada asas ini menerangkan segala sesuatu itu boleh dilakukan

sampai ada dalil yang melarangnya.®
st e L of vy 2Lyl alletd) g 218

“Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang
melarangnya”.

b. Asas Kebebasan Berakad
Bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat
kepada nama-nama yang ditentukan dalam undang-undang Syari’ah dan
memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan
kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil .’
Asas kebebasan berkontrak ini pada dasarnya orang bebas membuat atau
tidak membuat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidan dan bebas memilih
undang-undang mana yang akan dipakainya untuk perjanjian. Namun kebebasan
tersebut tidak mutlak, melainkan ada batasannya yakni tidak bertentangan
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang.”®
c. Asas Kesetaraan
Asas ini memberikan kedudukan yang sama kepada para pihak. Karena
ini dalam menyusun suatu akad atau perjanjian, masing-masing pihak dapat
mengajukan klausul-klausul yang menyangkut hak dan kewajiban mereka atas

dasar asas kesetaraan.?® Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

%6 syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Figh
Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, him. 85.

2" Rachmat, Syafe’i, Figh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS dan untuk Umum, cet.
| Bandung: Pustaka Setia, 2001, him. 45.

%8 \feithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi,
Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, him. 234.

2% Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank..., 137.
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“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang
paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Mengenal”.

d. Asas Kerelaan
Dalam melakukan perjanjian bisnis harus didasarkan suka sama suka
atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa
terpaksa.® Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:
Muur,é,—wrssj s\jjé:\mz \;u;mg;\_,
B &) pimnl Bl N5 s V5 8 Bims 5,5
“13 r’,&a
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan
yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu”.

A9

m

2\\

-

NS A
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Manusia dalam melakukan transaksi dalam bidang Dbisnis harus
memberikan sesuai dengan haknya masing-masing atau berlau secara adil (al-
‘adalah) yang berlandaskan pada syariah Islam. Dalam asas ini, para pihak yg
melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan
kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan

memenuhi semua kewajibannya.

% bid, hl. 164.
! |smail, Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi, Bisnis dan Sosial, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, him. 163.
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e. Asas Manfaat

Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal yang bersifat
tidak bermanfaat apalagi membahayakan. Ojek yang diakadkan harus
mengandung manfaat bagi kedua pihak. Segala bentuk muamalah yang merusak
kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba, perjudian

atau prostitusi.** Allah berfirman pada surat Al-Bagarah ayat 219:

fs:u;g;\jww B S \W&f:\;nj;;\u;vuw
co¥T L0 i G Qs fan ,w, SO ke W o
éjﬁsfzf.»E 3/3

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia,
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari
keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu
supaya kamu berfikir.
f.  Asas Mengikat
Dalam Al-Qur’an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam
kaidah usul figih, perintah itu pada asasnya menunjukkan wajib. Ini berarti janji
itu mengikat dan wajib dipenuhi.”
g. Asas lktikad Baik
Asas ini dapat disimpuikan dari pasal 1338 (3) KUH Perdata yang
berbunyi,”Perjanjian harus dilaksanakan dengan Iktikad baik”. Asas ini
mengandung pengertian bahwa para pihak dalam perjanjian harua melakukan
substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang

teguh serta niat baik dari pihak agar tercapai tujuan perjanjian.*

%2 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Jakarta: Kencana 2012, 83.

%8 Abdul Shomad, Hukum Islam Penormaan..., him 89.

% Burhanuddin S, Hukum Kontrak Syariah (Edisi Pertama), Cetakan Pertama,
Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009, him. 43.
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Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut
perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur
dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian
bersanngkutan. Diantara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau
penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjdai alas an
pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi tersebut tidak benar

yang telah mendorong pihak lain un- tuk menutup perjanjian.*

3. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun-Rukun Akad
Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang
Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang
Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :
1. ‘Aqid (subjek akad)
Agid, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak
terdiri dari satu orang, terkadang lebih dari beberapa orang. Kedua
belah pihak yang melakukan akad harus sudah mencapai usia
baligh, bertanggung jawab dan dapat mengelola objek akad dengan
baik.
2. Ma'qud ‘Alaih (objek akad)
Ma'qud ‘alaih adalah benda-benda yang akandi akadkan,
seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam
akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.
3. Maudu’ Al-‘Aqid
Maudhu’ al-‘Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan

akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

%% Syamsul Anwar, Hukum Perjannjian. .., him. 91.
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4. Sigat Al-‘Aqgid

Sigat al-‘aqd, adalah ijab dan kabul. ljab adalah permulaan

penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad

sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad,
sedangkan kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak
yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Pengertian ijab kabul adalah bertukarnya sesuatu dengan

yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli

sesuatu terkadang tidak berhadapan. ljab dan Kabul boleh
dinyatakan dalam bentuk ucapan maupun tulisan.*
b. Syarat-Syarat Akad
Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada
unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan syara’ yang
wajib disempurnakan. Syarat- syarat terjadinya akad diantaranya yaitu:
1. Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang
wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai

macam akad diantaranya yaitu:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila,
orang yang berada di bawah pengampuan karena boros atau
lainnya.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

c) Akad itu di izinkan oleh syara’, di lakukan oleh orang yang
mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid

yang memiliki barang,

% \/eithzal Rivai, Islamic Transaction In Business ..., Bumi Aksara, Jakarta, 2011,
him.9
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d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara’,
seperti jual beli mulasamah.

e) Akad dapat memberikan manfaat.

f) ljab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi gabul.
Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya
sebelum gabul maka batallah ijabnya,

g) ljab dan gabul harus bersambung, sehingga bila seseorang
yang berijab telah berpisah sebelum adanya gabul, maka
ijab tersebut menjadi batal.>’

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat
yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus
ini bisa juga disebut syarat idafi (tambahan) yang harus ada
disamping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam

pernikahan.®

4. Berakhirnya Akad

Akad yang putus atau batal adalah akad yang sudah sah adanya
kemudian dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak.
Diakhirinya akad terdapat dua macam sebab, yaitu fasakh (pembatalan) dan
infisakh (batal demi hukum). Fasakh adalah melepaskan ikatan akad dari kedua
belah pihak baik dengan keinginan sendiri maupun tidak. Sedangkan Infisakh
adalah akad yang dapat melepaskan ikatannya sendiri apabila tidak mungkin
diteruskan dan dapat lepas pula ikatan akadnya yang secara terus menerus masih
berlaku, seperti akad sewa menyewa dan akad pinjam meminjam, apabila
benda-benda yang dipinjamkan atau yang disewakan itu hilang atau tidak ada

lagi maka akad dapat lepas dengan sendirinya.*

" |smail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer..., Ghalia Indonesia,
Bogor, 2012, him.21

% bid.

% Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, Semarang :
Pustaka Rizki Putra, 1999, him.78
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Akad yang mengikat seperti akad jual beli dan akad Al-Z/jarah cara
membatalkannya sama dengan mengakadkannya, Yyaitu harus dengan
persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan kedua belah pihak ini mempunyai
dua gambaran. Pertama, memperhatikan kepentingan orang-orang yang berakad
itu sendiri yang kemudian berakibat masing-masing pihak kembali kepada
keadaan seperti sebelum berakad. Kedua, memperhatikan kepentingan orang
ketiga untuk melindungi haknya dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
kedua belah pihak.*

Akad yang tidak mengikat seperti akad syirkah dan akad wakalah
dapat dilepaskan ikatan akadnya atas keinginan salah satu pihak selama tidak
bersangkutan dengan hak orang ketiga, seperti dalam masalah menjual barang-
barang yang digadai harus ada persetujuan diantara orang yang menjual dan
membeli dengan orang yang ketiga (pemegang agunan). Sedangkan akad yang
mengikat seperti akad gadai (rahn), maka dapat dilepaskan ikatan akadnya
dengan kehendak orang yang memegang gadai (murtahin), tidak bisa
dilepaskan ikatan akadnya atas kehendak rahin.**

Para ulama figih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad apabila akad itu mempunyai masa
tenggang wakitu.

2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad apabila akad itu sifatnya
mengikat.

3. Dalam akad yang bersifat mengikat, akad dianggap berakhir apabila:
a) Jual beli itu batal, seperti terdapat salah satu rukun atau syarat

yang tidak terpenuhi.

b) Berlakunya khiyar syarat, aib dan rukyah.
¢) Akad itu dilaksanakan oleh satu pihak.
d) Tidak tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
4. Salah satu pihak meninggal dunia.*

“® Ibid., him. 79

*! Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, him. 79.

2 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron lhsan, Sapiudin Shidig, Figh Muamalat, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group , 2010, him.59
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5. Hukum Akad

Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di

lihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari ke absahannya menurut syara’, akad

di bagi menjadi dua®, yaitu sebagai berikut:
a. Akad Sahih

Akad Sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan

syarat-syaratnya.** Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya

seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada

pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua

macam®, yaitu:

4

Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang

di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan

tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang

cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan

untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad

yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang

shahih itu, para ulama figh membaginya kepada dua macam,

yaitu :

a. Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad,
sehingga salah satu pihka tidak boleh membatalkan akad itu
tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa

menyewa,

3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, Jakarta: Amzah, 2010, him.15.
* Harun, Figh Muammlah, Surakarta: Muhammmadiyah University Pers, 2017, him. 39
> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat..., him.20.
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b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang
berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah

(pinjam-meminjam), dan al-wadi‘ah (barang titipan).

b. Akad tidak Sahih
Akad yang tidak Sahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada
rukun atau syarat- syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad
itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.*®
Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai
berikut*’ :
1. Akad Bail
Akad Baril adalah akad yang tidak memenuhi salah satu
rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’. Misalnya, objek
jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti
menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad
tidak cakap bertindak hukum.
2. Akad Fasid
Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan
tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual
rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan
bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak disebut brand
kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara
penjual dan pembeli.
Ulama figh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid
mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak

mengakibatkan hukum apapun.

46 B
Ibid.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Figh Muamalat, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003, him. 110.



22

B. Konsep dan Teori Akad Al-ljarah
1. Pengertian Akad Al-Ijarah

Sewa-menyewa (Al-ljarah) berasal dari kata al-ajru yang arti menurut
bahasanya adalah al- iwaz yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan
upah.*®

Sedangkan menurut istilah, sewa-menyewa adalah perjanjian dimana yang
menyanggupi menyerahkan benda selama waktu yang ditetapkan untuk dipakai
dan pihak yang menyewa menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk
dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Dengan adanya hubungan sewa-
menyewa ini, maka kedua belah pihak telah terikat dalam suatu perjanjian atau di
dalam kajian Figh Mu’amalah yang dikenal dengan istilah ijarah, yaitu akad atas
suatu kemanfaatan dengan pengganti.*

Menurut Sayyid Sabiq Al-Jjarah adalah:*

f:)};'.“ Mj up\}xj\ j'hj j"Y‘ u,e M 0)L>-Y\

” Jjarah di ambil dari kata “Ajrun” yaitu pergantian maka dari itu pahala
juga dinamakan upah”.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa akad sewa-menyewa
adalah perjanjian terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.>*
2. Landasan Hukum Al-Zjarah
a. Landasan Al-Quran
1) Al-Qashash: 27

5 P2 5
& i P e s L= = w %z
Q»""afbu\& b S50 (i) dlaesl &1 50,1 ) J
z E E é~ 5 i< - 2 - /” 727/
AL Q\dm.ﬁx‘xc e e Jase oo e G231 56
@ Crokall Gpe 4D

*8 Hendi Suhendi, Figih Muamalah..., him.114
9 Syafe’i Rachmat, Figh Muamalah..., him. 121
%0 sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Jilid 111, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, 1971, him. 177
51 H
Ibid.
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“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan
kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa
kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan
sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku
tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan
mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." (QS. Al-Qashash: 27)

2) Al — Bagarah : 233

G 2l ) el 6 aBmmigl TS o sl o

) et A5 & BT O 1520 T, 0oy adlly s

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang
patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah
Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(QS. Al-Bagarah:233).

b. Landasan As Sunnah
Para ulama mengemukakan alasan kebolehan Al-Ijarah berdasarkan

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:*

& 5 85 Sy clo, ol Lo B 5 (s L@:“&‘st“ . i
S8 IahL Sanlc & TR (0 NERCRS NV uﬁf JJJJ\
Gl E T TREE 5 upw\ J\ i) IS
a6 I dsste dads i WESE QU S0 da 53 8 adeigg Leglsy,
RO P T A S U N B2 CEE SR S RS

(Sl oy S L B 1
“Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar
menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani
Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus
dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia
memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan
keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan

tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah
tiga malam/hari. la pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan

2 Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar-al-Kutub al-
Ilmiyah, 2007, Ed.5 him. 403.
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tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya
berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan
penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian
bawah Mekkah, yakni jalur pantai”’(H.R. Bukhari).

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik
saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan
orang- orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari,
tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam
(harbf) maupun yang tidak memusuhi Islam (zimmi/), kecuali kondisi mendesak
seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan
itu.

Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli Figih
membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab
ini dapat merendahkan martabat mereka.>®

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata:>*

my@rx}\ :J\éugj;mg);;&\j;gg;gfwww 50

God oy 5 gl T3y oo o

”Hadist dari Ibnu Thawus dari ayanya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata

bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian
membayar upahnya”. (H.R. Bukhari)

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk
membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat
dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah

mengupah.

% Al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih al-
Bukhari, Penerjemah, Amiruddin, Judul Asli, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007, Jilid 13, Cet. 2, him. 48-49.

> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar-al-Kutub al-
Ilmiyah, 2007, Ed.5 him. 407.
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Adapun dalam hadist lainnya Rasulullah SAW. menegaskan:*

O s a2 T s sl (Tog wle s oo d 325 5 206 a2 e g
(4o ol olg)) dhe Eaf

”Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW: Berikan
upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (H.R IbnuMajah ) .

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap
orang Yyang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam
pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah
pekerjaan itu selesai dilakukan.

c. Landasan [jma’

Ijma’ adalah kesepakatan (penerimaan) di antara orang- orang tertentu,
yaitu para mujtahid, dan yang bukan mujtahid tidak diperhitungkan kesepakatan
atau penolakannya.>®

Mengenai diperbolehkannya sewa menyewa, semua ulama bersepakat
bahwa sewa menyewa (ijarah) diperbolehkan. Tidak seorang ulamapun yang
membantah kesepakatan ijma’ ini, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda
pendapat, akan tetapi itu tidak signifikan.>’

Dengan adanya tiga dasar hukum yaitu Al-Qur’an, hadist dan ijma’, maka
hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena tiga dasar hukum
tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari
beberapa dasar hukum diatas, dapat dipahami bahwa ijarah itu diperbolehkan
dalam agama lIslam. karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada
kekurangan dan keterbatasan. Oleh sebab itu, manusia yang satu dan yang

lainnya saling terikat dan saling membutuhkan, dan sewa menyewa merupakan

*® Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy, Sunan Ibnu Majah, Beirut: Dar
al-Fikr, 2004, Jilid 11, him.20

% Amir Syariffudin, Ushul Figh Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,
him. 389

> Sayyid Sabig, Figh Sunnah, Terjemahan Tirmidzi, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2013.,
him. 11.
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salah satu aplikasi atau jalan keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam
bermasyarakat.

Dari beberapa pendapat tentang sewa menyewa tersebut dapat peneliti
simpulkan bahwa ijarah adalah suatu akad untuk mengambil manfaat suatu
benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diterima dari
orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati dan dengan syarat-syarat tertentu. Apabila akad sewa menyewa telah
berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat dari benda yang ia
sewa dan orang yang menyewakan berhak mendapatkan upah sesuai dengan
kesepakatan awalyang telah disepakati, karena akad ini adalah mu'awadah
(penggantian).

Para ulama berpendapat bahwasannya ijarah itu disyariatkan dalam
Islam, karena pada dasarnya manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk
keperluannya, yang sejatinya manusia adalah makhluk yang selalu memiliki
keterbatasan dan kekurangan. Sehingga manusia selalu terikat antara yang satu
dengan yang lainnya. Al-Zjarah adalah salah satu solusi yang dibutuhkan
manusia dalam mengatasi keterbatasannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan diatas, sangat mustahil bila manusia dapat memenuhi
kehidupannya sendiri tanpa bantuan orang lain dalam mencukupi kehidupannya
tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Sehingga pada akad Al-/jarah
pada lahan pertanian yang termasuk dalam akad ijarah diperbolenhkan menurut
pendapat ulama. Dalam arti lain bahwa dengan akad sewa menyewa lahan
pertanian pada akad ijarah adalah berlandaskan dengan asas tolong menolong
yang telah dianjurkan dalam agama. Selain itu juga adalah sebagai jalan
untuk memenuhi kebutuhan hajatnya. Oleh sebab itu ulama menilai bahwa

ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.
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3. Rukun dan Syarat Al-Ijarah
Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi
rukun dan syaratnya. Adapun rukun ijarah adalah antara lain:
a. Rukun Al-Zjarah
Menurut ulama Mazhab Hanafiyah, bahwa rukun ijarah hanya satu,
yaitu ijab dan gabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan
sewa menyewa).*®
Adapun jumhur ulama berpendapat, sewa menyewa (ijarah)
sebagaimana perjanjian jual beli adalah merupakan perbuatan
hukum, karena itu harus terpenuhi rukun syarat sahnya sewa
menyewa, antara lain:*®
1) ‘Aqgid (Orang yang berakad)
Orang yang melakukan akad Al-Ijarah ada dua orang yaitu mu jir
dan musta jir. Mu jir adalah orang yang memberikan upah atau
yang menyewakan. Sedangkan Musta jir adalah orang yang
menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa
sesuatu.® Bagi yang berakad ijarah di syaratkan mengetahui
manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah
terjadinya perselisihan.
Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan
berkemampuan, yaitu Kkedua-duanya berakal dan dapat
membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak
kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk , maka
akad menjadi tidak sah.
2) Sigat Akad
Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa
ijab dan gabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah

%8 M. Ali Hasan..., him. 231.
>% Moh. Saifullah Al Aziz, Figih Islam, Surabaya: Terbit Terang, 2005, him. 378-379
%0 Nasrun Haroen, op.Cit.,hIm.117.
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seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad Al-Ijarah.”
Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan suatu
pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu.’? Sedangkan gabul
adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad
pula (musta’jir) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama
yaitu setelah adanya ijab.%®

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-gabul pada jual beli,

hanya saja ijab dan gabul dalam Al-/jarah harus menyebutkan

masa atau waktu yang ditentukan.®*

Ujrah (upah)

Ujrah yaitu sesuatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa

yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu jir. Dengan

syarat hendaknya :

a. Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena ijarah akad
timbal balik, karena itu ijarah tidak sah dengan upah yang
belum diketahui.

b. Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang
dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus
dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya
berarti dia mendapat gaji dua Kkali dengan hanya
mengerjakan satu pekerjaan saja.

c. Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan
barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka

uang sewanya harus lengkap.®

®! Hendi Suhendi, Op.cit., him.116
%2 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2005, him.

63

%3 Hendi Suhendi, Op.cit.,hlm. 117
% Syaifullah Aziz, Figih Islam Lengkap, Ass-syifa, Surabaya, 2005, him. 378



29

4) Manfaat

Di antara cara untuk mengetahui ma’qud ‘alaih (barang) adalah

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau

menjelaskan jenis pekerjaan jika Al-ljarah atas pekerjaan atau
jasa seseorang.®®

Semua harta benda boleh dijadikan akad Al-Zjarah di atasnya,

kecuali yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Manfaat dari objek akad sewa-menyewa harus diketahui secara
jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa
atau pemilik memberika informasi secara transparan tentang
kualitas manfaat barang.

b) Objek Al-Zjarah dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan
secara langsung dan tidak mengandung cacat yang
menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi Al-Ijarah
atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.

c) Objek Al-Ijiarah dan manfaatnya tidak bertentangan dengan
Hukum Syara’.

d) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda.
Misalnya, sewa rumah untuk ditempati, mobil untuk
dikendarai, dan sebagainya. Tidak dibenarkan sewa-
menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung.
Seperti, sewa pohon mangga untuk diambil buahnya, atau
sewa-menyewa ternak untuk diambil keturunannya, telurnya,
bulunya ataupun susunya.

e) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda
yang bersifat isti’mali, yakni harta benda yang dapat
dimanfaatkan berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat

® Muhammad Rawwas Qal, Ahji, Ensiklopedi Figh Umar bin Khattab, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1999, him. 178
% Rachmat Syafe’l, Op.cit., him. 126



30

dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat
istihlaki adalah harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya
karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah

diatasnya.®’

b. Syarat Al-ljarah

Untuk sahnya perjanjian ijarah memerlukan beberapa syarat, adapun

syarat-syarat tersebut adalah:

1

Kedua pihak yang berakad haruslah balig dan berakal.

Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum
dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, maka akadnya
tidak sah. Syafi’iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa kedua
belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (balig), menurut
mereka tidak sah akadnya anak-anak meskipun mereka dapat
membedakan yang baik dan yang buruk (mumayyiz).®®

Mazhab Syafi’iyah dan Hanabilah mengemukakan syarat yang
lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia
dewasa (baligh). Menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak
meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dari yang
buruk (mumayyiz).*®

Berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa
orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia balig,
tetapi anak yang telah mumayyizpun boleh melakukan akad ijarah
dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.”

Para pihak yang melakukan akad haruslah berbuat atas kemauan

sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada unsur paksaan, baik

7 Ipid.

,him.127

% Hamzah Yaqub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, C.V. Diponegoro, Bandung,

1984, him. 320
% 1hid

® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam..., him. 32.
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keterpaksaan itu datang dipihak-pihak yang berakad atau dari pihak
lain.™

3. Manfaat atas sesuatu yang diakadkan diketahui secara jelas
sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan. Untuk mengetahui
sesuatu yang dijadikan akad dengan jelas, maka perlu dilakukan
beberapa hal, diantaranya:

a) Melihat barang yang ingin disewa atau dengan penjelasan
terhadap barang tersebut apabila ia dapat dapat jelaskan dengan
mendeskripsikannya.

b) Menjelaskan batas waktu penyewaan, seperti satu bulan, satu
tahun atau lebih cepat dan lebih sedikit dari itu.

c) Menjelaskan pekerjaan yang dikehendaki.”

4. Barang yang disewakan dapat diserahkan bersama manfaat yang
ada didalamnya.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan menyewakan binatang yang

lepas atau barang yang dirampas yang tidak mampu diambil

kembali karena tidak bisa diserahkan. Juga tidak boleh
menyewakan tanah yang tidak bisa ditanami, atau binatang yang
cacat yang tidak bisa dipergunakan untuk mengangkut barang
karena tidak adanya manfaat yang menjadi tujuan atas akad yang
dilakukan”

5. Manfaat yang sedang diakadkan hukumnya mubah, tidak haram,
tidak pula wajib.

Menyewakan suatu barang untuk maksian tidak boleh dan harus

ditinggalkan. Bagi orang yang mengupah seseorang untuk

membunuh orang lain secara zalim atau membawakan khamar,

™ Hamzah, Ya’qub, Kode Etik Dagang menurut Islam Pola Pembinaan Hidup Dalam
Berekonomi, Bandung: Diponegoro, Cet. I, 1984, him. 321.

"2 Sayyid Sabig, Figh Sunnah, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, “Fikih Sunah 5”,
Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, him 261.

" 1bid., him 262
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atau menyewa rumah untuk dijadikan tempat penjualan khamar,

tempat permainan judi, atau gereja, maka akad penyewaan ini

batal.”

. Upah (sewa atau imbalan)

Untuk sahnya ijarah, sesuatu yang dijadikan sebagai upah atau

imbalan harus memenuhi syarat berikut:”

a) Upah berupa benda yang diketahui yang dibolehkan
memanfaatkannya.

b) Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai
dengan adat kebiasaan setempat.

c) Upah/ imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan

misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah.

4. Berakhirnya Akad Al-Ijarah

Menurut Hendi Suhendi, ijarah akan menjadi batal dan berakhir karena

ada sebab —sebab sebagai berikut:™

a.
b.

Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah dan
runtuhnya bangunan gedung.

Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang
diupahkan untuk dijahit.

Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa
yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan (berakhirnya masa
sewa).

Menurut Hanafi, salah satu pihak dari yang berakad boleh

membatalkan ijarah jika ada keadian—kejadian yang luar biasa atau

74 11a:
Ibid.
”® Rozalinda, Figh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah, Cet. I,
Padang: Haifa Press, 2005, him. 107
"® Hendi Suhendi, Figh Muamalah..., him. 122
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objek nya hilang atau musnah, seperti terbakarnya gedung dan lain-
lain.

f. Pembatalan akad atau ada sebab yang jelas dari salah satu pihak,’’
seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya
utang, maka akad ijarah batal.

Sedangkan hukum akad sewa- menyewa, para ulama figih

mengatakan yang menjadi dasar kebolehan akad ijarak adalah al-Quran, Sunnah

dan [jma’.

5. Garar dalam Akad Al-Ijarah
a. Pengertian Garar

Garar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk
merugikan pihak lain.”® Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak
ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah
maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut imam Nawawi, garar merupakan unsur akad yang dilarang
dalam syari’at Islam.

Imam Al-Qarafi mengemukakan garar adalah suatu akad yang tidak
diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti
melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak)."

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa garar
yaitu jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak
karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak
dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat

diserah-terimakan.®

" Rahma Syafi’ie, Figh Muamalah..., him.78
;2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam..., him. 147-148.
Ibid
% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Konstektual, Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002, him. 133.
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b. Kategori-Kategori Garar
Menurut mohd. Bakir Haji Mansor, dalam bukunya Konsep-konsep
syariah dalam perbamgkan dan keuangan Islam menjelaskan ada 2 kategori
garar.® Kategori-kategori garar yang perlu diketahui Yaitu
1) Garar fahish (ketidakjelasan yang keterlaluan);
Adalah garar yang berat dan dengannya dapat membatalkan
akad. Garar ini timbul dua sebab: pertama, barang sebagai objek
jual beli tidak ada. Kedua, kedua barang boleh diserahkan tetapi
tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.
2) Garar yasir (ketidakjelasan yang minimum)
Adalah garar yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan
akad. Sekiranya terdapat bentuk garar semacam ini dalam suatu
akad, maka akad tersebut tetap sah menurut syara’.
c. Ketentuan Hukum Garar
Garar hukumnya dilarang dalam syariat islam, oleh karena itu
melakukan transaksi yang ada unsur gararnya itu hukumnya tidak boleh.®

sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat : 29
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan Yyang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa’ : 29)

Kemudian Rasulullah Saw Bersabda:
A s op s dle b o J3 J 6 5k i o6
Abi Hurairah berkata: “Nabi melarang jual beli garar (spekulasi).

8 Nazaruddim Abdul Wahid, Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada
Perbankan Syariah).Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.him. 68

8 Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi
Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015, him 77
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Menurut Imam Nawawi hadis ini menjelaskan prinsip penting dalam bab
muamalah yang mengatur masalah-masalah yang tidak terbatas. Seperti contoh
menjual buah, jika buahnya belum matang itu berarti garar karena ada
kemungkinan matang atau tidak.*

Bentuk Garar yang Dilarang:®*

1. Tidak mampu menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik

objek akad sudah ada maupun belum ada.

2. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang
dijual.
Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi.

Tidak adanya kepastian objek akad.

O I O R O B CD

Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuainnya dengan yang
ditentukan dalam transaksi.
9. Adanya keterpaksaan.

d. Jenis Garar

Meneurut para ulama, garar itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya,
ada yang garar berat dan garar ringan:

1. Garar Berat

Garar berat adalah garar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan
perelisinan diantara para pelaku akad. Garar jenis ini berbeda-
beda, sesuai dengan konndisi dan tempat. Oleh karena itu, standar
garar ini dikembalikan kepada ‘urf (tradisi). Jika tradisi pasar

mengategorikan garar tersebut adalah garar berat maka garar itu

8 Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi
Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015, him 79.

8 Najamuddin, “transaksi garar dalam muamalat kontemporer”, Jurnal Syariah, Vol.
2, 2014, him 27-29.
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juga berat menurut syariah.

Di antara contoh garar berat adalah adalah menjual buah buahan
yang belum tumbuh, menyewakan (Al-ljarah) suatu manfaat
barang tanpa batas waktu, memesan barang (akad salam) untuk
barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut ‘urf
(tradisi) garar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara
pelaku akad. Oleh karena itu garar jenis ini mengakibatkan akad
menjadi fasid (tidak sah).

. Garar Ringan

Yang dimaksud garar ringan adalah garar yang tidak bisa
dihindarkan dalam sistem akad dan dimaklumi menurut ‘urf tujar
(tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan
garar tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat pondasinya,
menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda
jumlah harinya ,mejual buah-buahan yang ada dalam rumah,
menjual sesuatu yang hanya bisa ditetahui jika dipecahkan atau
disobek.

Dalam contoh beberapa transaksi diatas terdapat ketidak jelasan,
membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari
dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidak jelasan
itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa
dihindarkan dalam setiap transaksi, maka garar ini dibolehkan dan
akad yang disepakatinya tetap sah.

Garar ringan boleh menurut Islam sebagai rukhsah (keringanan)
dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. karena garar itu tidak
bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa
garar ringan tersebut.

Kesimpulannya, garar yang diharamkan adalah garar berat yakni

garar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di
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antara pelaku akad. Sedangkan garar ringan yaitu garar yang

tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu

boleh dalam akad.®

e. Pengaruh Garar Terhadap Akad Bisnis
Pengaruh Garar terhadap akad transaksi bisnis, bisa terjadi baik dalam
sighat akad atau dalam objek akad tau dalam syarat akad.
1. Garar Dalam Sigat Akad

Di antara contoh garar dalam sighat akad adalah menggabungkan

dua transaksi dalam satu akad, seperti menjual barang dengan

harga seribu secara tunai atau dengan harga dua ribu secara tidak

tunai, tanpa diperuntukan salah satu dari dua pilihan tersebut.

Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti menjual

sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan di beli,

setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli.

Kedua akad dalam contoh diatas itu menjadi fasid karena adanaya

unsur garar dalam sigatnya. Akadnya menggantungkann, sehingga

menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud. Akad tersebut itu

tidak sah (fasid) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan

transaksi jual beli yang diharamkan karena ada garar dalam

sighatnya.®®

2. Garar Dalam Objek Akad

a) Garar yang tejadi pada objek akad. Objek akad yang dimaksud
adalah barang yang dijual dalam akad bai atau barang
(layanan) yang disewakan dalam akad ijarah atau objek usaha
dalam akad mudharabah.

b) Garar dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi hal-

& Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba Garar dan Kaidah-KaidahEkonomi
Syariah..., him 80-83

8 Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, Riba Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi
Syariah..., him. 87-88
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hal berikut:

1) Bentuk dan jenis objek akad yang tidak diketahui dengan
jelas (majhal), seperti menjual barang, tetapi tidak disebutkan
jenisnya atau menjual mobil tanpa diketahui modelnya.

2) Objek akadnya tidak ditentukan seperti, menjual mobil di
show room tanpa ditenukan barangnya atau menjual sebidang
tanah tanpa ditentukan tempat dan letaknya.®’

3) Sifat objek akadnya tidak diketahui (majhal), dalam barang
yang memiliki sifat yang berbeda-beda, seperti menjual
barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-
sifatnya.

4) Jumlah barang yang menjadi objek akadnya itu tidak
diketahui, seperti jual beli barang yang ditaksir jumlahnya
tanpa diketahui secara secara pasti jumlahnya. Jual beli
seperti itu hukumnya tidak sah kecuali memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a. Barang yang dijual terlihat waktu akad disepakati.
b. Barang tersimpan.
c. Yang disepakati untuk dijual adalah jumlah keseluruhan
bukan satu per satu.
Dengan syarat-syarat tersebut, maka jual beli tersebut
dibolehkan, karena unsur gararnya termasuk kategori garar
ringan dan ditolerir.
3. Garar yang terjadi pada harga (saman) atau upah (ujrah) Diantara
bentuk penerapanya adalah:
a. Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan
kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk

menentukannya.

8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah..., him. 191.
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b. Membeli sesuatu dengan uang yang ada disakunya.

c. Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang disebutkan
(tanpa ada ‘urf atau kebiasaan yang menentukannya).

d. Waktu akadnya tidak diketahui
Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan
barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidak pastian
waktu penyerahan objek akad itu termasuk garar.
Rasulullah Saw. Telah melarang jual beli habil habalah,
maksudnya menunda pembayan hingga unta melahirkan dan
anak yang dilahirkan juga melahirkan. Subtansi akad habli
habalah adalah ketidakjelasan waktu penyerahan objek akad.
Sebagaimana Al-Quran juga menjelaskan bahwa transaksi utang
piutang yang benar adalah jika waktu akadnya jelas diketahui.®
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bagarah
ayat 282:
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Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar”.

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam melakukan

suatu transaksi utang piutang ataupun akad lain dalam
muammalah diharuskan menulias atau mencatatnya agar
menjadi pedoman dan pegangan bagi pihak yang berakad

supaya tidak terjadi kekeliruan di kemudian hari.

8 Adiwarman Karim..., , him. 91



BAB TIGA
PRAKTEK PELAKSANAAN SEWA POHON KELAPA
SAWIT DI KECAMATAN KLUET SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Kluet Selatan merupakan salah satu kacamatan yang terletak
di Kabupaten Aceh Selatan. Luas Kecamatan Kluet Selatan 152.1051 km?
dengan jumlah penduduk di Kecamatan Kluet Selatan berjumlah sekitar 13.672
jiwa, dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah sekitar
6.900 jiwa sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah
6.772 jiwa.®* Jarak antara lbukota Kecamatan Kluet Selatan ke Ibukota
Kabupaten Aceh Selatan sekitar 36 km.% Kecamatan Kluet Selatan terdiridari 3

kemukiman dengan 17 desa yaitu® :

1. Mukim Jaya Mukim Kandang | MukimUtama
Desa Suaq Bakung Desa Kedai Kandang Desa Pasie Lembang
Desa Rantau Binuang | Desa Luar Desa Ujung Padang
Desa Barat daya Desa Ujung Desa Indra Damai
Desa Sialang Desa Jua
Desa Kapeh Desa Pasie Meurapat
Desa Pulo le Desa Ujung Pasir

Desa Kedai Runding

Desa Geulumbuk

Kecamatan kleut

selatan beribu kota di Suak Bakung, sebelah barat

berbatasan dengan lepas pantai Samudera Hindia dan sebelah timur berbatasan
dengan kecamatan Kluet Timur, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan

kecamatan bakongan kemudian sebelah utara berbatasan dengan kecamatan

81 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Selatan Dalam
Angka 2018, him. 16

82 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Selatan Dalam
Angka 2017, him. 8

8 BPS Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 201, him. 10.
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Kluet Utara. Masyarakat Kkluet selatan menggunakan dua bahasa dalam
kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa aceh dan bahasa aneuk jamee.

Mayoritas masyarakat Kluet Selatan bermata pencarian sebagai petani
terutama petani sawah dan jagung dengan jumlah petani sebanyak 2. 469
petani.* Sementara petani sawit tidak begitu banyak diminati hal ini
dikarenakan untuk bertani sawit diperlukan lahan dan biaya yang sangat besar
untuk pemeliharaan lahan sawit. Bertani Kelapa Sawit merupakan hal yang baru
di Kecamatan Kluet Selatan dibanding dengan bertani sawah dan jagung.

Berdasarkan data BPS tahun 2018 jumlah lahan pertanian Kelapa Sawit
di Kecamatan Kluet Selatan sekitar 4000 Ha siap panen dan 20 Ha lahan sawit
belum siap panen dengan jumlah petani sebanyak 320 petani.®*® Jumlah ini
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan jumlah lahan Kelapa
Sawit sekitar 2000 Ha Sawit siap panen dan 10 Ha lahan Sawit belum siap
panen, dengan jumlah petani sebanyak 300 petani.®®

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dari dua tahun terakhir
jumlah lahan dan petani Kelapa Sawit di Kecamatan Kluet Selatan mengalami

peningkatan yang lumayan baik.

B. Praktik Pelaksanaan Sewa-menyewa Pohon kelapa sawit di
Kecamatan kluet selatan

Dalam hukum Islam sewa menyewa bukan hanya peristiwa yang penting
dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyembung hidup,
tetapi sewa menyewa juga merupakan perjanjian yang sangat berarti dan
mendapatkan perhatian yang cukup oleh masyarakat kluet selatan disebabkan
Salah satu tanaman yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Kecamatan
kluet selatan yaitu kelapa sawit.

8 BPS Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 2018, him.20
8 BPS Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 2018, hIm.59
8 BPS Aceh Selatan, Kecamatan Kluet Selatan Dalam Angka 2017 ,him.59
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Kegiatan sewa menyewa pohon Kelapa Sawit berawal dari kebutuhan
manusia yang begitu kompleks dan mendesak. Pemilik pohon kelapa sawit
menginginkan memperoleh dana yang lebih cepat tanpa harus menunggu waktu
panen tiba, karena pohon kelapa sawit tidak selalu menghasilkan buah yang
maksimal. Oleh karena itu masyarakat lebih memilih untuk menyewakan pohon
kelapa sawit yang mereka miliki.%’

Transaksi menyewakan pohon kelapa sawit merupakan langkah yang
dianggap paling efektif untuk memperoleh aliran dana secara cepat dan tepat
serta efisien karena kebutuhan yang begitu mendesak dan untuk mencari
pinjaman ke lembaga keuangan seperti bank dan koperasi membutuhkan
persyaratan yang rumit serta memerlukan jaminan, dan sebagai masyarakat yang
bermata pencaharian sebagai petani tidak memilikinya penghasilan yang
menetap untuk mencicil setiap bulannya.®® Hal ini membuat warga masyarakat
Kecamatan Kluet Selatan memilih untuk menyewakan pohon Kelapa Sawit
yang mereka miliki. Karena menurut masyarakat dengan begini mereka terlepas
dari beban mencicil pinjaman setiap bulannya. Ditambah lagi peluang usaha
Kelapa Sawit dianggap sebagai peluang usaha yang menguntungkan,
dikarenakan tidak memiliki lahan dan modal yang besar untuk menanam sawit.
Oleh karena itu masyarakat memutuskan untuk menyewa pohon kelapa sawit
sebagai ladang mencari rezeki.*

Dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sewa-
menyewa pohon Kelapa Sawit yang terjadi di Kecamatan Kluet Selatan berawal
dari pemilik pohon Kelapa Sawit yang sudah tidak tinggal lagi di daerah
tersebut. Selain itu dari pihak penyewa mereka juga mendapatkan keuntungan

dari transaksi sewa-menyewa pohon kelapa sawit karena mereka tidak perlu

8 Wawancara dengan Bpk. Samsuar selaku pemilik pohon kelapa sawit pada 10 Juni
2019
88

8 Wawancara dengan Bpk. Samsul Kamal sebagai pihak penyewa pohon kelpa sawit
pada 11 Juni 2019
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menanam pohon kelapa sawit hanya cukup menyewa dari para petani serta
melakukan perawatan terhadap pohon Kelapa Sawit yang sudah mereka sewa.”
Setelah itu pihak penyewa tinggal menunggu pohon kelapa sawit bisa dipanen
dan berhak memetik serta menjual hasil panen sawit yang sudah mereka sewa.

Disini penulis bisa melihat bahwa untuk pihak penyewa dalam transaksi
ini merasa diuntungkan karena dalam hal pengambilan manfaat dari pohon
kelapa sawit seringkali mendapatkan hasil yang begitu memuaskan. Namun
adakalanya para pihak penyewa mengalami kerugian dikarenakan hasil panen
yang kurang baik dan harga sawit mengalami penurunan. Hal ini dirasa wajar
oleh pihak penyewa karena dalam bisnis untung rugi itu biasa dialami. Mereka
hanya berharap pada panen berikutnya mendapat hasil yang lebih baik dan
keuntungan yang besar.®*

Sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit yang dilakukan oleh masyarakat
Kecamatan kluet selatan yang pelakunya terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak
pertama sebagai orang menyewakan atau pemilik pohon Kelapa Sawit dan
pihak pihak kedua selaku pihak yang menyewa pohon kelapa sawit. Sebelum
membuat kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu meliha Kelapa
sawit yang akan disewakan. Yang diperhatikan dalam hal ini adalah
kondisi pohon, umur pohon, berapa lama Sawit sudah dipanen dan berapa
hasil yang didapat pada setiap kali panen.*

Dalam praktiknya yang penulis temukan dilapangan Kelapa Sawit
yang disewakan merupakan Kelapa Sawit yang sudah berumur 4 tahun ke
atas. Pohon Kelapa Sawit yang disewakan merupakan Kelapa Sawit yang
sudah kelihatan buahnya dan sudah waktunya panen. Bahkan ada juga
pohon Kelapa Sawit yang disewakan yang sudah pernah melalui bebrepa

tahun masa panen artinya pohon Kelapa Sawit yang disewakan merupakan

% \Wawancara dengan Bpk. Hendri selaku Penyewa pohon Kelapa sawit pada 11 Juni
2019

% Wawancara dengan Bpk. M. Shaleh dan Bpk. Zulfikar, Selaku penyewa pohon pada
10 Juni 2019
%2 \Wawancara dengan Bpk. Zainuddun selaku penyewa pohon pada 12 Juni 2019
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Kelapa Sawit yang benar-benar jelas dan bagus kualitasnya.” Setelah
dirasa sesuai kedua belah pihak menentukan harga dan lamanya masa sewa
pohon Kelapa Sawit yang dinginkan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi

perselisihan di kemudian hari antara keduanya.*

Adapun pohon yang masih berusia muda atau belum memasuki masa
panen tidak dijadikan sebagai objek persewaan oleh masyarakat karena mereka
tidak ingin bespekulasi terlalu jauh dengan mengharapkan Kelapa Sawit dari
pohon yang masih berusia muda dan belum waktu panen. Ditambah lagi jika
melakukan sewa Kelapa Sawit yang masih muda akan memerlukan biaya yang
banyak untuk perawataan dan waktu yang lama untuk menanti masa panen.
Sementara jika menyewa pohon Kelapa Sawit yang sudah nampah hasinya akan
lebih sedikit mengeluarkan biaya dan waktu yang butuhkan untuk menikmati
hasil panen hanya beberapa bulan saja.*®

Dalam hal akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit yang dilakukan oleh
Masyarakat Kecamatan kluet selatan ini menggunakan istilah carter pohon
Kelapa Sawit, yang mereka maksud disini adalah menyewakan pohon Kelapa
Sawit dalam jangka waktu tertentu untuk diambil buahnya. Pihak yang
menyewakan akan menyerahkan pohon kelapa sawit yang mereka miliki setelah
terjadinya kesepakan antara pihak penyewa dan yang menyewakan.
Selanjutnya pihak penyewa akan merawat pohon kelapa sawit yang telah ia
sewa. Karena pihak penyewa masih akan melakukan proses perawatan agar
pohon sawit yang disewa berbuah secara maksimal dan sesuai dengan yang
diharapkan.®

Dalam hal ini akad sewa menyewa pohon kelapa sawit yang dilakukan

oleh masyarakat kecamatan Kluet Selatan dilakukan secara lisan tanpa adanya

% Wawancara dengan Bpk. Hendri selaku penyewa pohon pada 11 Juni 2019

% Wawancara dengan Bpk. Zainuddun selaku penyewa pohon pada 12 Juni 2019

% 9 \Wawancara dengan Bpk. Wawancara Samsul Kamal sebagai pihak penyewa pohon kelpa
sawit pada 11 Juni 2019

% \Wawancara dengan Bpk. Kamaruddin selaku pemilik pohon pada 10 Juni 2019
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adanya surat tertulis karena dalam transaksi ini mengedepankan rasa saling
percaya antara kedua pihak yaitu antara pihak penyewa dan yang menyewakan.
Mereka menganggap rasa saling percaya itu sudah tertanam pada jiwa mereka
karena sudah saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kalaupun
ada persoalan akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Ini berdasarkan
wawancara kepada Bapak Zulfikar, beliau menyebutkan sebagai berikut:
“Transaksi sewa menyewa pohon kelapa sawit yang saya lakukan ini tidak ada
suratnya secara tertulis melainkan hanyan sebatas lisan saja. Saya dan pihak
menyewa sudah saling kenal dan sudah saling percaya satu sama lain, dan jika
dikemudian hari ada persoalan akan saya selesaikan dengan cara
kekeluargaan.”’

Status pohon Kelapa Sawit yang di sewa harus jelas pemiliknya, dalam
artian pohon Kelapa Sawit yang di sewa tadi harus jelas kepimilikannya dan
sudah mempunyai sertifikat, karena bila tidak ada kejelasan didepan maka yang
dirugikan adalah penyewa pohon Kelapa Sawit tersebut. Biasanya para penyewa
sebelum menyewa pohon Kelapa Sawit tersebut lebih dahulu menanyakan
kepada pemilik pohon Kelapa Sawit mengenai status kepemilikan dan sertifikat
tanah yang ditanami pohon Kelapa Sawit tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak
terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti terjadinya
pertengkaran atau yang lainnya.”

Kesepakatan ini dianggap lahir pada waktu terjadinya kesepakatan antara
kedua belah pihak yang didasari oleh perasaan suka sama suka dan tanpa adanya
unsur paksaan dari kedua belah pihak, atau dari pihak manapun. Pemilik pohon
kelapa sawit sepakat untuk menyewakan pohon kelapa sawit miliknya dan
begitupun pihak yang menyewa akan memberikan uang sewa pada waktu yang
telah ditentukan serta akan mentaati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua
belah pihak yaitu pihak yang menyewakan (yang mempunyai pohon) dan pihak

" Wawancara dengan Bpk. Zulfikar selaku penyewa pohon pada 11 Juni 2019
% Wawancara dengan Bpk. Zulfikar, selaku penyewa Pohon Kelapa Sawit. 11 juni 2019
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yang menyewa.

Penetapan harga sewa pohon kelapa sawit di Kecamatan kluet selatan ini
melihat dari kondisi pohon kelapa sawit yang ada serta jumlah pohon kelapa
sawit yang akan disewa lalu dikalikan masa sewa. Harga ditentukan
berdasarkan harga jual Kelapa Sawit pada saat itu. Dimana sebelum harga
disepakati oleh kedua belah pihak, maka pemilik pohon akan menawarkan
pohon kelapa sawitnya kepada penyewa dengan menyebutkan mana saja
pohon kelapa sawit yang akan disewakan berapa lama masa sewanya dan
berapa harga sewa pohon kelapa sawit tersebut.

Adapun sistem pembayaran sewa menyewa pohon kelapa sawit di
Kecamatan kluet selatan seperti pembayaran pada sebagian sewa-menyewa yang
pada umumnya yaitu pembayaran dengan sistem langsung dibayar tunai. Yang
menjadi dasar dari transaksi sewa menyewa pohon kelapa sawit ini yaitu rasa
saling percaya antara satu dengan yang lainnya karena pemilik pohon dan
pihak yang menyewa pohon sudah saling percaya. Seperti dalam wawancara
dengan Bpk. Kamaruddin sebagai berikut: “sistem pembayaran yang dilakukan
dalam sewa menyewa pohon kelapa sawit di Kecamatan kluet selatan ini yaitu
dilakukan dengan cara lansung dibayar lunas susuai dengan harga yang
disepakati, saya dan pihak penyewa pohon kelapa sawit saya sudah saling
percaya”.*

Setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan pembayaran antara kedua
belah pihak maka kini pohon Kelapa Sawit sudah menjadi hak pihak
penyewa. Setelah itu pihak Setelah itu pihak menyewa akan menunggu saatnya
pohon Kelapa Sawit siap untuk dipanen dan kemudian menjualnya untuk
mendapatkan keuntungan dari perjualan.*®

Sewa pohon Kelapa Sawit tersebut akan berakhir setelah habis masa

sewa pohon kelapa sawit tersebut sesuai kesepakatan kedua belah pihak di awal

% Wawancara dengan Bpk. Kamaruddin selaku pemilk pohon pada 10 Juni 2019
100 \A/awancara dengan Bpk. Wawancara Samsul Kamal sebagai pihak penyewa pohon
kelpa sawit pada 11 Juni 2019
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kesepakan. Biasanya masyarakat menyewa pohon Kelapa Sawit selama 2 tahun.
Dan jumlah pohon Kelapa Sawit yang disewakan bervariasi mulai dari 50
batang pohon Kelapa sawit sampai 2 Ha lahan pohon Kelapa Sawit sesuai
dengan keinginan dan kemampuan dari kedua belah pihak. Setelah sampai masa
berakhirnya sewa penyewa harus mengembalikan pohon Kelapa Sawit yang ia
sewa dan tidak berhak lagi atas pohon dan hasil Kelapa Sawit yang disewa
tersebut karena sudah menjadi milik yang menyewakan pohon Kelapa Sawit.*™
Kemudian jika penyewa ingin melanjutkan menyewa pohon kelapa sawit
tersebut maka akan ditentukan kembali harga sewaan sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.

C. Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Sewa-Menyewa Kelapa Sawit di
Kecamatan Kluet Selatan
1. Ditinjau dari pihak yang menyewakan dan penyewa
Dalam sewa-menyewa pohon kelapa sawit di Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan ini terdiri dari dari beberapa pihak yaitu pihak yang
menyewakan (pemilik Pohon Kelapa Sawit) dan pihak yang menyewa. Para
pihak yang terlibat dalam akad sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit di
Kecamatan kluet selatan secara umum telah memenuhi persyaratan untuk
melakukan akad sewa-menyewa. Pihak yang menyewakan maupun penyewa
adalah orang dewasa yang sudah baligh dan telah berusia lebih dari 25 tahun,
semua pihak dalam akad sewa menyewa pohon kelapa sawit juga memiliki akal
yang sehat atau tidak dalam kondisi gila ataupun mabuk dan tidak dalam
keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri dan sukarela), serta dapat membedakan
mana yang baik dan mana yang buruk.
Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad sewa-menyewa
pohon kelapa sawit di Kecamatan Kkluet ini telah memenuhi persyaratan serta

rukun sewa menyewa dalam Islam (ijarah) mengenai subyeknya atau para pihak

101 \Wawancara dengan Bpk. Kamaruddin, selaku Pemilik Pohon,10 Juni 2019
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yang melakukan transaksi akad sewa- menyewa pohon kelapa sawit tersebut
(pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa pohon kelapa sawit).
Karena kedua belah pihak sudah cukup matang untuk melakukan akad sewa-
menyewa. Disini para mu jir dan musta jir pada praktek sewa-menyewa pohon
kelapa sawit di Kecamatan kluet selatan ini sudah memenuhi syarat yaitu
baligh, berakal cakap dalam melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan
saling rela serta dengan kemauan sendiri tanpa ada paksaan.
2. Ditinjau dari benda yang disewakan (objek ljarah )

Sewa-menyewa pohon Kkelapa sawit di Kecamatan kluet selatan
menjadikan pohon Kelapa Sawit dan buah Sawit sebagai objek akad ljarah.
Berdasarkan kenyataan dilapangan maka terdapat ketidakjelasan atau
ketidakpastian pada barang yang disewakan. Karena manfaat dari barang yang
disewakan yaitu kelapa sawitnya bukan pohonnya tidak bisa langsung dinikmati
oleh pihak penyewa dan baru terasa setelah selesai melakukan akad dan harus
menunngu panen dan kemudia meenjualnya untuk menikmati manfaat dari sewa
pohon Kelapa Sawit tersebut. Dari hasil penjualan panen sawitpun juga belum
tentu penyewa selalu mendapat keuntungan dikarenakan harga sawit yang tidak
menentu. Para penyewa hanya memakai insting atau hanya mengira-ngira saja
dari segi obyek persewaan, maka perjanjian akad ljarah ini bertentangan dengan

hukum Islam. Rasulullah Saw bersabda:

508l sty

Artinya : “Jaganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli
seperti itu termasuk gharar (menipu)” (HR. Ahmad)'%?

Dalam rukun dan syarat sewa menyewa pun telah dijelaskan bahwa akad

jjarah harus dihalalkan oleh syara’ dan manfaat barang (obyek) dalam hak dan

yang mubah bukan kesamaran.'®

102 Rachmad Syafei’, Figih Muamalah, hal. 97
193 Choiruman Pasaribu, Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam, hal. 54
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3. Ditinjau dari shigat (ijab dan kabul)

Pada praktek sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit di kecamatan Kluet
Selatan kabupaten Aceh Selatan ini akad sewa pohon kelapa sawit terjadi di
lokasi kebun pohon kelapa sawit tersebut atau dirumah pemilik pohon kelapa
sawit.

Cara untuk menyatakan akad ijab kabul dalam praktek sewa-menyewa
pohon kelapa sawit di Kecamatan kluet selatan ini bertemunya kedua belah
pihak secara langsung dan dinyatakan secara langsung secara lisan oleh kedua
belah pihak yaitu pihak pemilik pohon kelapa sawit (mz jir) dan pihak penyewa
pohon kelapa sawit (musta jir).

ljab dan kabul akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit dikatakan
dengan bahasa percakapan yaitu, “aku sewakan pohon Kelapa Sawit ini dengan
harga tersebut”, maka penyewa akan menyetujuinya dengan menjawab, “ aku
terima sewa pohon kelapa sawit ini dengan harga tersebut” dengan disertai
dengan pembayaran secara langsung tunai.

Maka ijab kabul pada akad sewa-menyewa pohon Kelapa Sawit di
kecamatan Kluet Selatan telah memenuhi syarat karena shigatnya telah benar

dan sesuai dengan prinsip ijarah.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang
mengenai akad sewa pohon Kelapa Sawit di Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Proses praktik sewa pohon kelapa sawit di kecamatan Kluet Selatan
kabupaten Aceh Selatan bermula ketika penyewa pohon datang bertemu
dengam pemilik pohon kelapa sawit, dan membicarakan mengenai pohon
sawit yang akan disewakan, selanjutnya penyewa akan melihat pohon
sawit tersebut dan menentukan harga dan jangka waktu lamanya sewa.
Dan ketika harga dan waktu telah disepakati oleh kedua belah pihak,
kemudia penyewa membayar uang sewaan untuk pohon kelapa sawit
yang akan disewakan dan kemudian menunggu masa panen Sawit
tersebut untuk diambil hasilnya.

2. Praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit dikematan Kluet Selatan
kabupaten Aceh Selatan bertentangan dengan prinsip ijarah karena tidak
terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu objek akad dalam hal
manfaat, dimana manfaat dari pohon kelapa sawit adalah buah(sawit)
sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah Sawit
menghasilkan sawit dengan baik atau tidak. Sementara dalam prinsip
ijarah yang diberikan hanya nilai manfaatnya saja dari sebuah barang.
Jumhur ulama juga berpendapat melarang menyewakan pohon untuk
diambil buahnya, sebab itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya dan
menyewakan pohon itu tidak terdapat kepastian dalam hal pengambilan
manfaatnya, yaitu seberapa besar manfaat yang dihasilkan pohon kelapa

sawit tersebut.

50
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B. Saran-saran

1. Diharapkan kepada mayarakat Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten
Aceh Selatan agar melakukan transaksi sewa-menyewa dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan agar tidak ada yang merasa
dirugikan dalam melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit
tesebut.

2. Diharapkan kepada segenap pemerintahan Kecamatan Kluet Selatan
untuk memberikan sosialisasi kepada warganya perihal sewa-menyewa
pohon kelapa sawit yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat
dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan agar tidak ada yang merasa
dirugikan dakam melakukan akad sewa-menyewa pohon kelapa sawit

tesebut.
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